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MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-2024 DENGAN PERATURAN BUPATI 

BUTON UTARA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-2024 

 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG  TENTANG  

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-2024 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 

2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-

2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

BUPATI BUTON UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

BUPATI BUTON UTARA 

Menimbang: Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi 

Birokraso agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, 

konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map 

Reformasi Birokrasi dalam rangka perencanaan strategis 

tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2021-2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara Tahun 2020-2024; 

 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) 

huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020  

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 

2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024; 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan 

perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Buton Utara 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 perlu 

dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara Tahun 2020-2024; 

Mengingat: Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690): 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33):  

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846),  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038): 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234):  

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5449), 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573): 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1877): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5041); 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: 

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite 

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 

Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah: 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1877);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite 

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 

Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015- 2019; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah: 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024: 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016 Nomor 6): 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 1): 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 

6); 

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 4  Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2019 Nomor 1); 

19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

Utara Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2021 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: Menetapkan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

TAHUN 2020 - 2024. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-2024. 

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 

2021 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Buton Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton 

Utara. 

Pasal 1 

Tetap 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

7. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi 

Birokrasi Pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara. 

8. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Buton Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun kedepan. 

10. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari 

tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru 

dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-

sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan 

paradigma dan dengan upaya luar biasa. 

11. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 

yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari 

satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun 

dengan sasaran per tahun yang jelas. 

12. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 

Utara yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi 

adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara tahun 2020-2024 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 2 

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

Tetap 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 3 

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara 

efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan 

berkelanjutan. 

 

Pasal 3 

Tetap 

 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

 



Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Helkias Toban       9 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

BAB III 

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

BAB III 

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 4 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. Bab   I      :  Pendahuluan. 

b. Bab  II      :  Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi  

                    Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

c. Bab   III    :  Analisis Lingkungan Strategis. 

d. Bab   IV    :  Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi  

                     Birokrasi Tahun 2020-2024. 

e. Bab    V    :  Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

                    Tahun 2020- 2024. 

f. Bab   VI    :  Penutup. 

 

Pasal 4 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

a. Bab I      :   Pendahuluan. 

b. Bab II     :   Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 

c. Bab III    :  Agenda Reformasi Birokrasi Daerah 

d. Bab IV    :  Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

e. Bab V     :  Penutup 

 

BAB IV  

Pasal 5 

Isi dan uraian  Road Map  Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah  

sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4,  tercantum  dalam  lampiran  

yang  merupakan  bagian tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati  ini 

 

 

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV BAB IV 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

MONITORING DAN EVALUASI MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 6 

1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Bupati dapat 

membentuk Tim yang terdiri dari: 

a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi: 

b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 

area Kelompok Kerja, 

3) Untuk menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan 

sesuai dengan ketentuan dan  target yang  ditetapkan  dalam 

Road Map  Reformasi Birokrasi, maka  monitoring  dan  

evaluasi dilakukan secara berkala minimal  sekali dalam  

setahun. 

 

Pasal 6 

Tetap 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 7 

Tetap 
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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buton Utara  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buton Utara. 

Ditetapkan di Buranga 

Pada tanggal 28-6-2021 

BUPATI BUTON UTARA 

H. MUH RIDWAN ZAKARIAH 

Diundangkan di Buranga 

pada tanggal      2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN UTARA 

YUNI NURMALAWATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 

NOMOR 

Ditetapkan di Buranga 

Pada tanggal 18-12-2023 

BUPATI BUTON UTARA 

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

Diundangkan di Buranga 

pada tanggal  18-12-2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN UTARA 

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 

NOMOR 25 

 


